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BUPATI  M A R O S  

PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR : 2.b TA �UIV zo rt 

T��NTANG 

• 
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN DENGAN NiILAI PEMBAYARAN PAJAK 
RP. 20.000,00 ( DUA PULUH RIBU RUPIAH ) l{E BAWAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MAROS, 
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· M e n i m b an g :  a. bahwa sebagai t.indak lanjut dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Mares N o m o r  1 Tahun 2013  tentang. Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dalam · 
rangka meringankan beban hidup wajib pajak ·· orang 
pribadi akibat p e r l a m b a t a n  e k o n o m i ,  perlu m e rn b e r i k a n  
pembebasan kewajiban dari pembayaran Pajak Bumi dnn 
Bangunan P e r cl e s a a n  dan P e r k o t a a n  atas k e p e rn i l i k a n  a. t , 1 1 1  
pemanfaatan tanah d a n / a t a u  bangunan deng�n . Ni ia i  
Pembayaran Pajak sampai dengan R p .  20.000,00 (  Dua 
puluh ribu rupiah) ke bawah.. 

b .  bahwa berdasarka.n pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di a.tas , perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentangPembebasan Pajak Bumi .dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan dengan nilai pernbayaran pajak sampa.i 

. ,, .denganiRp:·20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ke b a � a h  .  
.  .  .  s:  ·  -. :> ·:.·: . . . .  ,  .  

Mengingat: ·.· f .· · Q:rtdarlg-l,Jnd,ang Nornor 29 Tahun  1959 '  ten La.;1 .�: 

j,._ ·· · -.· 'l�emb'ep.tukan Daer a h--daer ah Tingka t  I I  ·  di Strlaw« �,i 
. .  . .  :· .. .: (�em/b.�ran Negara Repub l i k  In donesia Tahun 1959 Norrior 

.  ·  . :  : .  ,  .. ' >  '7'4'., Tambahari Lem.baran Negara Republik Indonesia Norn.or 
• . ,. ' ,.- '·• • ,:, : � , /, . . I • ' . 
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' r :  . .  ; :  -F�. . . '  �  ·\:'.i'i·:.-Vridahg�Und,p.ng No m o r  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

: . -: . . ' :: �'.:(<.:/k?;�:\<-i·\··;.:'):,:.' < Y,tq\ipl·. dan . Tata. Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
· ,  ,  ·.;' t>\·:;r'.·,i<\:}.:� . .  ··: >:: ·:.::·;,)./R�1iub�k _ 'In?onesia Tahun \983 Nomor 49,  Tarnbahnn . 
.  ._., , . · ,"';:?': . :} ... · ..- :  ·:. i/ . ·  .<:·::�-, :'·.·-Le·mbai-an Negara Republik'-Jlndonesi.n. Norn.or 2.'2( , .n 
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.,:;.).:; :· � ,<:. /_i'<�:.;;:1•· - .  :�.-;,:·.,.:.·.J<,} \,//�:�eoagaitnana. telah di ubah bebcrapa kali terak.hir riC J l f  !  :·; 

, ::,.;i . .  '.(i\:,.{:./,4.\?·��\�/} .' t.>·i··: Undarrg-Undang Nornor 28 Ta h un 2007 ten tang Pe r'u bu h a n 
. ,, :' : { .  ·,.;'}'.\):,j:'
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3.  Undang-Undang Nornor J 9 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun J 997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686),  sebagaimana 

telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan U 11d c1 I l l  

Undang Nomor 19  Tahun 2000 tcnta ng Pcrubahan f < c c l t . · 1  

atas Undang-Undang Nomor 1 9  Tahun 1997 tentunj, 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 2 9 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3987);  
4 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1 9 9 9  Nomor 75 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;  

5 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2002 t.entang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200� 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4 1 8 9 ) ;  

6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarigan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7 .  Undang-Undang Nornor 33 

Perimbangan KeuDngan antara 

Ta h u n 2004 
Pernerintah Pusat d < 1 1 · .  
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik In onesia Tahun 2004 Nomor 4438);  

8.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik 
. ' 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lernbara n 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);  

9 .  Undang-Undang Nornor 1 2  Tahun 2 0 1 1  t . cn lan t ' ,  

Pembentukan Pe rat u ra n Perundang-undangan ( L c m h a u i ; i  
Negara Republik lndonesia Tahun 2 0 1 1  Nomon f3 . '  . .  
Tambahan Lernbaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 
5234); 

10 .  Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
P�mer.intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indone ia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela h 
diubah terakhir dengan Undang-Unciang Nomor 9 T u h u ; 1  
2 0 1 5  tentang Pcrubahan Ked ua - Atas Undang-Uud.u  ·. 

Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  ten tang Pemerintahan Duer.. h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nornor 

... 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); .  
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1 1 .  Undang-Undang Nomor 30 Tah un 2 0 1 4  tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesi Tahun 2 0 1 4  Nomor 292,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 560 l ) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tuh un  

2000 Nornor 1 -15, Tambahan Lem baran Negara Repuh J j i ,  

Indonesia Nomor 4(,149); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 14  Tahun 2005 tentang Ta Li 

Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nornor 33 Tah un 2006 lentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14  Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negnra/ Daerah (Lernbara n 

Negara Republik Indonesia Ta h un 2006 Nomor g: , .  

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia N o rn o r  

4652); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;  
1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6') Tah'un 2010  tentang Tutn  

Cara Pemberian clan Pcrnanfaatan In  se n tif Pem urigu to n 
Pajak Daerah dan Rcuibusi  Dac ruh (Lernbaru n Ncg , t i  

Republik Indonesia Tahun ': W I O  Nornor 1 1 9 ,  Tu m ba hn 
Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5 1 6 1 ) ;  

16 .  Peraturan 'Pemerintah Nornor 9 1  Tahun 2010 ten tang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 

153,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indone s iu  
Nomor 5179) ;  

,17.Peraturan Pernerintah Nomor 1 8  ' I 'ah un 201 .6 t c u t . u  c . :  

Perangkat Daerah (Lembaran Negurn Republ ik l  ndo ru -«  
Tahun 2016  Nomor 1 l 4 ,  Tarnbahan Lembaran Negara ·1 Republik Indonesia Nomor 5887) ;  

18.  Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 3  Tahun 2006 

I  ·· tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

·., sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclclaan 

Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tah u n 

2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O 1 Tahun 20 J ,t 

tentang Pernbentukan Prod uk Hukum Dacrah (Bcrit-1 

Negara Republik Indonesia Tu h u n '.201 LJ Nomor :32); 
20. Peraturan Daerah Norn.or 1 Tah un 2007 ten Lang Pokol- 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daer ah (Lernbaran Daer ah 
Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor O l); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor O 1 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2013 Nomor 01); 

22. Peraturan Daerah Kabupate n Marus Nomor 7 Tah un '.20 Ir, 
ten tang Pern be n t.u ka n clan Su su 11c111 l·Jvrn rigka I D,w r-:i 
(Lembaran Daerah Ka b u pa tc n Muros Tct h u n 2016 Nomor '11: 

23. Pcraturan Bupati Maros Nomor 68 tahun 2013 Len tang 
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaa.n Kabupaten Maros 
(Berita Daerah Ka.bupaten Maras Tahun 2013 Nomor 68). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUN:: 
DAN BANGUNAN PERDEGAAN DAN PERKOTAAN DENGA�·: 
NILA! PEMBAYARAN PA .. JAK RP. 20.000,00 (DUA PULUJ:: 
RIBU RUPIAH ) KE BAW AH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak.sud dcngan : 

·.. . .. : �., 

. ,· 

� · . 
. ..... 

. . <,: \• 
'\. ·� 

�;, . 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan memirnpin Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros. 
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Maros. 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kcuangan Daera h 

Kabupten Maros. 
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya discbut PBB-P2 adalah pajak alas bumi 
dan/atau bangunan yang dimliki, dikuasai dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor 
perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertarnbarigan . 
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7.  Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak 

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikua sa i .  

dan/ at:au dimanfao tko.n olch ornng pri badi ut.:i u I J , l l L '  

kecuali objek Pajak Bumi dun Ba ngurian S< '  k t  c  ;  

perkebunan, per hut.anari, dan pcrt.ambangan. 

8. Nilai Jual Objek Pajak yang sclanjutnya disingkat N - JO ! ' .  

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapa t 

traksaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau 

nilai perolehan baru atau NJOP pcngganti .  

9 .  Surat Pemberitahuan Objck P.-1_ j ;1k yang sela nj. I  I  i i '  ·  

disingkat SPOP ad, i lah sural yang digurwkan olch Wcij ; ;  

Pajak untuk me lapcrkan data subj ck clan objek Pc.1_j,1 !.. 

Bumi dan Bangunan sektor perdcsaan dan perkotaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

10.  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib 

Pajak. 

1 1 .  Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingk.u 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang meneritukun 
besarnya jurnlan pokok pajak yang terutang beserta 

transaksi administrasi. 

12 .  Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau 

denda. 

BAB II 

_PEMBEBASAN PBB-P2 

Bagian Kesatu 

Ruang Ling�up Pembebasan PBB-P2 

Pasal 2 

( 1 )  Pemb.ebasan PBB-P2 meliputi objek pajak : 
a. Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki orang pribadi 

dengan batasa.n pembayaran PBB-P2 sa.mpai den?,, '  i l  

RP 20 .000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ke bawah: d c :i ; :  

b. Tanah dan/ atuu bangunan yang dimiliki atn n 
disewakan ole h pemerintah yang telah dilakukan 
pemecahan menjadi unit-unit dengan batasan 

pembayaran PBB-P2 sampai dengan RP. 20 .000,00 
(Dua puluh ribu rupiah) ke bawah. 
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(2) Pembe basan PBB-P2 se bagaimana dimaksud pad a ayat ( l )  

diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang 

seharusnya terutang. 

Pasal 3 

( 1 )  Pemberian pembebasan PBB-P2 scbagaimana dimu k s u :  J  

dalam Pasal 2,  diberikan secara otomatis melalui sistem 

Informasi.PBB. 

(2) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  diterbitkan SPPT PBB-P2. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pembebasan PBB-P2 

Pasal 4 

1 .  Badan Keuangan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam 

hal ini Bidang PBB dan BPHTB melakukan inventarisasi data 

jumlah objek pajak clan jumlah ketetapan nilai PBB-P2 RP. 

20.000,00 (  Dua puluh ribu rupiah) ke bawah untuk kemudian 

dilaporkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah. 

2 .  Berdasarkan inventarisasi data sebagaimana dimaksud padn 

ayat ( 1 ) ,  para Kepala Sub Bidang melakukan penelitian dn n 

melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang PBB dan BPI-ITB. 
3 .  Kepala Bidang PBB dan BPHTB menggabungkan data l w : , i i  

penelitian seluruh Kepala Sub Bidang dan m.emberikan koclc 

tertentu sebagai identifikasi penerbitan SPPT PBB-P2. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Paaal 5 

Peraturan terhadap tunggakan PBB-P2 tcrutang sarn pui c \ c r n 1, , 1 • •  

tahun pajak 2 0 1 6  sebelurn berla k u nya Pera tu ran Bupa t i  in i  ,  \ c t ; , : ,  
harus dibayar dan dilakulrnn tindakan pcnagihan sesuai dcrigr: · 
keten tuan perundang- un dang an. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

F'asal 6 

Keterrtuan lebih lanjut mengenai tcknis pelaksanaan chi 1 · ;  
.·.Peraturan Bupati ini, ditctapkan dcrigan Ke pu tu aan Bupali .  

"  ;.,:, 
-; /·' 

Pasa.l 7 

, ·1 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundunpn» 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita D a e r n h .  

Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 

p a tanggal 31  -  o� - 20 l1 

Diundangkan di Maros 
pada tanggal l, 1 - O ?> - 20 l t 

ATTA RAHMAN, MM 

SEKR.El'ARIS DAERAH 

KABUPATEN MAROS 

Ir. H. BAHARUDDIN, MM 

Pangkat: Pembina Utama Madya 
NIP. : 19600909 198603 1 029 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2 0 1 7  NOMOR .lb 
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